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KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.5/1 0 BO/Disdik

TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(IZIN OPERASIONAL TAHAP I)
SMP DAAR AL ILMI ISLAMIC BOARDING SCHOOL
DESA LUWUNG KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang B Bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;

b. Bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian rekomendasi

penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap 1) SMP Daar

Al Ilmi Islamic Boarding School Desa Luwung Kecamatan Mundu

Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Hudzaifah Ibnul

Yaman Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor
421.3/010/YHIY/III /2024 Tanggal 25 Maret 2024 Perihal Usul
Pendirian SMP Swasta (lzin Operasional Tahap I);

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang
Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru

(Izin Operasional Tahap I) SMP Daar Al IImi Islamic Boarding School
Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607},

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan  atas Peraturan Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4,

Seri E);
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\
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6 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pendivian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan S-‘:eknlnh
Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).

Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan
pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional
tahap 1) Daar Al llmi Islamic Boarding School Desa Luwung Kecamatan
Mundu Kabupaten Cirebon,

MEMUTUSKAN :

Pemberian Rekomendasi Penerimaan PesertaDidik Baru
(1zin Operasional Tahap 1) pada Tahun Pelajaran 2024 / 2025 kepada:

a, Nama Sekolah ; SMP Daar Al llmi Islamic Boarding School
Alamat Sekolah 1JL Raya Luwung Blok Kinaija Rt.02/Rw,01
Desa Luwung
Kecamatan Mundu
Kabupaten Cirebon,

b. Nama Badan Penyelenggara ; Yayasan Hudzaifah Ibnul Yaman
Alamat/Kedudukan HJl Raya Luwung Blok Kinajja Rt.02/Rw.01
Badan Penyelenggara Desa Luwung

Kecamatan Mundu
Kabupaten Cirebon,

Pemberian rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (izin operasional

tahap 1) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk

| (satu) lokasi dan untuk | (satu) periode masa Penerimaan Peserta

Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025,

Baru (izin operasional
ESATU dinyatakan tidak
elenggara sebagai pemrakarsa




